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ABSTRAK 

Mawarni Lailani putri/222016143/2020/Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 

Ilir Barat 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

dan Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dengan SOP Nomor KPP70-0133, 

KPP70-0120, KPP70-0143 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif. Metode Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. 

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat telah sesuai dalam pelaksanaan standar operasional prosedur 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143. 

Ada satu prosedur pelaksanaan yang lebih cepat prosesnya dari peraturan yang ditetapkan yaitu 

pelaksanaan jangka waktu. Pada pelaksanaanya dari proses pengajuan, kelengkapan 

persyaratan, dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tidak lebih dari satu bulan 

atau rata-rata diselesaikan lebih cepat yaitu tiga minggu sejak permohonan diterima. Kemudian 

Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Standar Operasional Prosedur 

Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Barat yaitu Terjadi pengurangan penerimaan pajak dengan presentase sebesar 

1%-6% dari jumlah  Realisasi penerimaan sesudah adanya Restitusi PPN dan penurunan kinerja 

pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. 

 

Kata kunci: Standar Operasional Prosedur, Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan dalam pembangunan yaitu dana, saat ini Negara 

berkembang untuk menutupi pendanaan dengan cara memaksimalkan penerimaan 

pajak. Penerimaan pajak memegang peran utama untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Pajak selama ini berperan dalam menjalankan perekonomian secara 

makro yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun kesadaran masyarakat 

terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sangat rendah. (Ria, 2019) 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. 

Dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

wajib pajak sering keliru dalam selisih pembayaran PPN. Maka apabila dalam 

suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan selisih kelebihan 

tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh wajib pajak. 

Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan restitusi berupa 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

1 
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pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang 

terutang atau sudah melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang 

(dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain). Hal-hal seperti PPN 

kurang bayar, PPN lebih bayar, ataupun nihil merupakan hal biasa yang berkaitan 

dengan Pajak Pertambahan Nilai. (Jusmani dan rudi, 2016) 

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam pelaksanaan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk 

melakukan Restitusi atau Kompensasi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua 

jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai 

pengembalian PPN karena jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran. 

Pengajuan Restitusi PPN dapat dilakukan dalam setiap masa pajak, tetapi yang 

dapat melakukan Restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena 

Pajak tidak berwujud, penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada 

pemungut PPN, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak 

dipungut PPN, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, 

selain PKP hanya dapat melakukan Restitusi pada akhir tahun buku. (Wanda, dkk, 

2014)  

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 Restitusi 

merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh 

pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran 

ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggatian biaya untuk 

2  
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tindakan tertentu. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 

17B Restitusi Pajak adalah hak bagi wajib pajak bila nilai pajak masukan lebih 

besar dari pajak keluaran. 

Menurut Mardiasmo (2016: 331) Pajak Pertambahan Nilai ialah 

pengganti dari pajak penjualan. Alasan dilakukanya pergantian ini karena Pajak 

Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat 

dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 

meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 

pembebanan pajak. 

Secara nominal, permohonan Restitusi PPN mencapai Rp 20,4 triliun 

pada Mei-Desember 2018. Direktorat Jenderal Pajak (DitJen Pajak) mencatat 

jumlah permohonan restitusi PPN meningkat 264% dibandingkan pada 2017. 

Kemudian Jumlah SPT untuk Restitusi PPN yang telah terlapor pada periode bulan 

Mei sampai Desember 2018 mencapai 5.499 SPT dibandingkan tahun sebelumnya 

pada periode yang sama 1.499 SPT. Saat ini Ditjen Pajak sedang berupaya 

mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. 

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kemudahan pembayaran pajak. Bila 

dirincikan, permohonan restitusi 2018 dari jenis wajib pajak dengan kriteria 

tertentu mencapai 406 wajib pajak, wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu 

3.897 wajib pajak, dan PKP beriko rendah 1.146 wajib pajak. 

Permohonan Restitusi PPN mencapai Rp 20,46 triliun pada Mei-

Desember atau meningkat 91% dibandingkan periode yang sama tahun 

 

3 



xx 
 

sebelumnya sebesar Rp 10,74% triliun. Permohonan Restitusi pada 2018 tersebut 

terdiri dari wajib pajak dengan kriteria tertentu sebesar Rp 4,94 triliun, wajib pajak 

memenuhi persyaratan tertentu sebesar Rp 993 miliar, dan PKP beresiko rendah 

Rp 14,5 triliun. Adapun kebijakan percepatan restitusi diberlakukan sejak 12 April 

2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan  (PMK) Nomor 39 Tahun 2018. 

Sebelum aturan ini diterapkan, pengajuan restitusi dapat memakan waktu hingga 

delapan bulan. Sementara saat ini, restitusi hanya memerlukan waktu satu bulan. 

Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak patuh, wajib pajak dengan restitusi kecil, 

dan PKP beresiko rendah. Untuk Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah bukan 

hanya wajib pajak berstatus perusahaan terbuka (go public) dan BUMN saja, tapi 

juga eksportir mitra utama kepabean, dan eksportir operator ekonomi bersertifikat 

(authorized economic operator). (Rizki Alika, 2019) 

Menurut Ria (2019) menyimpulkan bahwa Prosedur pelaksanaan 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terdapat dua ketentuan yaitu tidak restitusi dan 

Restitusi. Kemudian terjadi penurunan penerimaan bersih tahun 2007 dikarenakan 

terjadi peningkatan signifikan restitusi yang dikabulkan, serta adanya kenaikan 

Penerimaan PPN dalam Negeri dan Penerimaan PPN Impor dalam tahun tersebut. 

Sehingga penerimaan bersih ditahun 2007 terjadi penurunan.       

Menurut Wandha, dkk (2014) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang 

ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

4 5 
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Manado, maka akan terjadi pengembalian dana bagi wajib pajak, dan 

mengakibatkan dana pajak berkurang. 

Menurut Jusmani dan Rudi (2016) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Disebabkan saat pengajuan 

permohonan tidak semua pengajuan permohonan retitusi disetujui oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, apabila  terjadi pengembalian 

jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak mempengaruhi jumlah penerimaan 

pajak yang ada. 

Menurut Purnama dan Victoria (2016) bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pada prinsipnya prosedur penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah sesuai dengan 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, itu dilihat dari SOP yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Republik Indonesia.  

Menurut Dinar (2019) berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Restitsi PPN 

terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Restitusi PPN 

tidak mempengaruhi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. 

Dalam hal pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan kelebihan atas Pajak Masukan yang diminta kembali oleh wajib pajak 

namun banyak berbeda pendapat mengenai restitusi ini bagi wajib pajak dan 

fiskus. Karena bagi wajib pajak restitusi ini bagian hak dari wajib pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajaknya, namun lain hal bagi fiskus karena bagi Kantor 
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Pelayanan Pajak merupakan hal yang menyebabkan penerimaan Kantor Pelayanan 

Pajak berkurang.  

Berikut data yang didapat dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat yaitu: 

Tabel I.1 

Data Jumlah WP lapor SPT PPN, Jumlah yang mengajukan (menerima) 

Restitusi PPN, dan Jumlah Restitusi PPN 

Tahun 

Jumlah WP 

Lapor SPT 

PPN 

Jumlah WP/PKP yang 

mengajukan dan 

menerima Restitusi PPN 

Presentase 

(%) 

Jumlah Restitusi 

(Rupiah) 

2014 24.616 43 0,17% 15.668.168.368 

2015 26.874 59 0,22% 3.816.339.189 

2016 26.136 45 0,17% 20.260.064.672 

2017 24.202 32 0,13% 5.931.367.205 

2018 25.201 54 0,21% 5.238.612.728 

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2020 

Pada Tabel I.1 terlihat bahwa jumlah WP/PKP yang mengajukan dan 

menerima Restitusi PPN presentasinya lebih kecil dari jumlah WP/PKP lapor SPT 

PPN, hal ini disebabkan karena adanya faktur pajak dan perhitungan pajak yang 

harus dikoreksi oleh pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat karena kekeliruan 

dari PKP dalam pengisian SPT PPN, dan dapat menyebabkan perubahan pada nilai 

PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan, khususnya Restitusi PPN. 

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) Restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat:  
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Tabel I.2 

Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 
Dasar Hukum Pengajuan 

Restitusi PPN 

Kelengkapan 

Berkas/Formulir   

(SOP No: KPP70-0133, 

KPP70-0120, KPP70-0143) 

Waktu 

Restitusi 

PPN 

Hasil 

SKPPKP 

PERATURAN 

MENTERI 

KEUANGAN 

REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 

39/PMK.03/2018 

Restitusi PPN bisa 

diajukan setiap 

waktu masa pajak, 

dengan kriteria 

WP/PKP menurut 

Pasal 17C, 17D, 

dan Pasal 9 ayat 

(4c) UU KUP 

1. SPT Masa PPN 

2. Surat Permohonan 

Pengembalian Pendahuluan  

3. Faktur Pajak (masukan & 

pengeluaran), nota retur, nota 

pembatalan, dokumen tertentu 

1 bulan  - SKPPKP 

diterbitkan 

- SKPPKP 

tidak 

diterbitkan  

 

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Reza bagian 

Pengawasan dan Konsultasi 1 (waskon), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, bahwa KPP Pratama Palembang Ilir 

Barat telah melaksanakan proses penyelesaian Restitusi PPN sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur dengan Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-

0143. Terkait dengan jatuh tempo penyelesaian selama 1 bulan sejak permohonan 

diterima, maka dalam hal ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat memenuhi 

batas waktu tersebut dimana rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 3 minggu 

sejak waktu permohonan. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian 

proses Restitusi PPN yaitu proses penelitian kelengkaan berkas seperti syarat 

formil dan materil, dan prosedur penelitian yang harus dilakukan dengan secara 

ketelitian seperti melakukan penelitian kebenaran penulisan dan penghitungan 

pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, meneliti kebenaran pembayaran 

pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan seterusnya sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Standar Operasional 

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Palembang Ilir Barat”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat?  

2. Bagaimanakah Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

dengan SOP nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat?  

C. Tujuan 

Bersadarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

Dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 Pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat.  
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2. Untuk mengetahui Dampak Pelaksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat.  

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis 

tentang Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 

penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan khususnya pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat mengenai Pelaksanaan Standar Operasional 

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Palembang Ilir Barat.   

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah 

ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa 

yang akan datang.  
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